
GUBBRNUR PAPUA TENGAH

TENTANG

PERESMIAN PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTIAN
ANTARWAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN INTAN JAYA PERIODE 2OI9-2O24

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

SALINAN

a. bahwa Sdr. MARTINUS MAJSIIU, ST. yang diresmikan
pengangkatannya sebagai Anggota Dewan Perwakilan
Ralryat Daerah Kabupaten Intan Jaya berdasarkan
Keputusan Gubernur Papua Nomor 155.2/321/TAHUN
2019 tentang Peresmian Keanggotaan Dewan Perwakilan
Ral<yat Daerah Kabupaten Intan Jaya Periode 2Ol9-2O24
Surat Pergantian AntarWaktu, sehingga perlu meresmikan
pemberhentian dan pengangkatan penggantinya;

b. bahwa Sdr. ELIIIUS KOBOGOU, SH telah memenuhi syarat
untuk diresmikan pengangkatannya sebagai Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Intan Jaya
menggantikan Sdr. MARTINUS MNSINI, ST. ;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Gubernur Papua Tengah tentang Peresmian Pemberhentian
dan Pengangkatan Pergantian AntarWaktu Anggota Dewan
Perwakilan Ralryat Daerah Kabupaten Intan Jaya Periode
20t9-2024;

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang
Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-
kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (l,embaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2eo7l;

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi
Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4151 ), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 20O1 tentang
Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
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3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai
Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4801), sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai
Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5189);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2O1l tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OIl Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6801);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis
Permusyawaratan Ralyat, Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (t embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 1182, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5568);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2O2O tentang Cipta Ke{a
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573);

7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 182, Tambahan kmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6109);

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 terrtang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 4, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757);

9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang
Pembentukan Provinsi Papua Tengah (l,embaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
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Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2O18 tentang
Pedoman Penl'usunan Tata Tertib Dewan Perwakilan
Ralryat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 20f 8 Nomor 59,
(Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6t971;

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor a2) ffambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2O2l tentang
Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus
Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan l,embaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6730);

Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2O2L tentang
Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus
Provinsi PapuaPenerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan
Rencana Induk Percepatan Pembangunan dalam Rangka
Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239,
Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor
67311;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahwn 2O2O
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
17811;

Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 2 Tahun 2022
tentang Organisasi Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi
Papua Tengah (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah
Tahun 22 Nomor 2l;

Ketentuan pasal 197 Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 serta Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2019, dengan
Memperhatikan surat Edaran Kementerian Dalam Negeri
Republik Indonesia Nomor: 1 00.2. 1.4 I 4367 / OTDA Tanggal
16 juni 2O23,Hal Pemberhentian Anggota DPRD Provinsi
dan DPRD Kabupaten/Kota yang mencalonkan diri dari
Partai Politik yang di wakili pada Pemilu terakhir untuk
mengikuti Tahun 2024, maka segera mela-kukan
Pergantian AntarWaktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten
Intan Jaya berhalangan karena mengundurkan diri dari
dan di berhentikan dari Partai yang diwakili pada Pemilu
Tahun 2019 dan pindah Partai Politik yang mewakili pada
pemilihan Umum tal:tun 2024;

2.Surat Rekomensasi.../4



KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

4-

2. Surat Rekomendasi Komisi Pemilihan Umum (KPU)
Kabupaten Intan Jaya Nomor 775/PY.O3.L-
SD/9407/212023 Perihal Rekomendasi Penggantian
AntarWaktu Anggota DPRD Kabupaten Intan Jaya dari
Partai Amanat Nasional (PAN) tanggal 28 Agustus 2023,
atas nama Sdr. IUARTINUS MAISIT{I, ST. ;

3. Bahwa sesuai dengan Peraturan Perundangan-undangan
yang berlaku, Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat
Nasional (PAN) MeayetuJui Pergantian AntarWaktu
Anggota DPRD Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua
Tengah Serta MenyetuJui Sdr. ELINUS KOBOGAU, SH
Sebagai Pengganti AntarWaktu Anggota DPRD Kabupaten
Intan Jaya Provinsi Papua Tengah Menggantikan Sdr.
MARTINUS MAISINI, ST. ;

4. Surat Bupati Nomor 1OO.l.4ll97/BUP, Menindaklanjuti
Surat Ketua DPRD Kabupaten Intan Jaya
Nomo:100.1.4.41 122/DPRD Tanggal 5 September 2023
Hal Usul Pergantian AntarWaktu Anggota DPRD
Kabupaten dari Partai PAN;

MEMUTUSKAN
Menetapkan

KESATU Terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan ini
meresmikan pemberhentian dengan Hormat Sdr.
MARTINUS MAISIII, ST. dari kedudukannya sebagai
Anggota Dewan Perwakilan Ralcyat Daerah Kabupaten Intan
Jaya Periode 2Ol9-2O24 disertai ucap€rn terima kasih atas
jasa-jasanya selama menjadi anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daera-h;

Terhitung mulai tanggal pengucapan Sumpah/Janji
meresmikan Sdr. ELINUS KOBOGOU, SH sebagai Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Intan Jaya
menggantikan Sdr. IIAR'TINUS MNSINI, ST. untuk masa
bhakti keanggotaan Periode 2Ol9-2O24;

Pengucapan Sumpah/Janji sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KEDUA dipandu oleh Ketua/Wakil Ketua Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, dalam Rapat Paripurna Istimewa
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Intan Jaya;

Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan
Gubernur Papua Nomor 155.2/321/TAHUN 2019 tentarg
Peresmian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Intan Jaya Periode 2Ol9-2O24, dinyatakan tetap
berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan
dalam Keputusan ini;
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KELIMA Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 22 September 2023

q. GUBERNUR PAPUA TENCAH,
cAP/T,rD

RIBKA HALUK,

sesuan engan aslinya
HUKUM,

YOTENI, SH, M.Si
NIP. 19650902 199610 1 001

Salinan Keputusan ini disamoaikan keoada Yth :

l. Menteri Dalam Negeri Rl di Jakarta;
2. Menteri Koordinator POLHUKAM RI di Jakarta;
3. Direlrtur Jenderal OTDA Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta;
4. Direktur Jenderal KESBANG Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta;
5. Kepala Badan KESBANG dan Politik Papua Tengah di Nabire;
6. Kepals Biro Tata Peoerintahar dan Otonomi Khusus SETDA Ptovinsi

Papua Tengah di Nabire;
7. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah di Nabire;
8. Bupati Intan Jaya;
9. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya di Sugapa;
lO. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.
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